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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasasarkan Penelitian dan Analisis yang telah di sampaikan pada  

Bab-Bab Sebelumnya maka dapat dijabarkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta telah 

melaksanakaan atau memenuhi hak mendapat pendidikan dan 

pengajaran bagi Anak Didik Pemasyarakatan dalam memenuhi  

Hak tersebut, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II 

Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten 

Gunung Kidul untuk memberi fasilitas pendidikan kepada Anak 

Didik Pemasyarakatan yang sedang dibina di LPKA Kelas II 

Yogyakarta dengan cara mengirimkan tenaga pengajar atau guru 

ke LPKA Kelas II Yogyakarta sehingga Anak didik 

Pemasyarakatan dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai 

kurikulum yang berlaku saat ini, Kegiatan belajar mengajar 

tersebut berupa Kelompok Belajar (KEJAR) Paket A, B dan C 

yang nantinya disiapkan untuk mengikuti ujian Kejar Paket A,B 

dan C Hingga nantinya mendapatkan Ijazah.  

2. Pelaksanaan pemenuhan hak Pendidikan dan pengajaran oleh 

LPKA Kelas II Yogyakarta tidak lepas dari kendala yaitu 

kurangnya tenaga pendidik yang dapat memberikan pengajaran di 

LPKA Kelas II Yogyakarta dikarenakan kurangnya tenaga 

pendidik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul 
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sehingga kegiatan belajar mengajar di LPKA Kelas II Yogyakarta 

sering kali terhambat dan harus digantikan dengan kegiatan lainya 

dan Jam belajar yang hanya 2(dua) jam dirasa kurang untuk 

membekali ilmu dan menyiapkan  Anak Didik Pemasyarakatan 

untuk mengikuti ujian hal ini dapat di lihat dari respon 

narasumber yang tidak puas dengan jam belajar yang hanya 

diberikan 2(dua) Jam karena sangat kurang untuk memahami 

materi pelajaran / ilmu pengetahuan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukjan maka penulis 

mengajukan saran yaitu sebagai berikut :  

1. Dikarenakan kurangnya tenaga pendidik yang dimiliki Dinas 

Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul untuk memenuhi kebutuhan 

pendidikan  di Kabupaten Gunung Kidul, maka Dinas Pendidikan 

Gunung Kidul harus menambah jumblah tenaga pendidik agar dapat 

memenuhi kebutuhan pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul terutama 

Pendidikan untuk Kejar Paket A, B dan C. 

2. Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul Perlu Menempatkan tenaga 

Pengajar Khusus yang mengajar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas II Yogyakarta. 

3. Waktu belajar Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA kelas II 

Yogyakarta yang hanya 2(dua) Jam setiap pertemuanya dirasa kurang 
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untuk mempersiapkan Anak Didik Pemasyarakatan dalam rangka 

Mengikuti Ujian Paket, sehingga waktu belajar Anak Didik 

Pemasyarakatan perlu ditambah agar dapat lebih memahami materi dan 

ilmu pengetahuan yang diajarkan.  

4. Perlu adantya penambahan aturan yang lebih rinci terhadap teknis 

pelaksanaan bagi anak Didik Pemasyarakatan seperti jam belajar yang 

sesuai dengan Anak Didik Pemasyarakatan dan aturan mengenai tenaga 

pendidik yang disiapkan khusus untuk Lembaga Pemasyarakatan 

ataupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak. 
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